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BUPATI TASIKMALAYA, 

bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemer intahan 
yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta 
pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya 
diperluka n sistem pemerintahan berbasis elektronik 
yang terpadu dan efisien melalui tata kel la dan 
manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik; 
bahwa untuk m eningkatkan keterpaduan dan efisiensi 
sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlu an tata 
kelola dan m anajemen sistem pemerintah an berbasis 
elektronik secara optimal; 
bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan serta 
penataan regulasi sistem pemerintahan berbasis 
elektronik, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan 
dalam Peratura n Bupati Nomor 69 Tahun 2022 tentang 
Penyelenggaraa n Sistem Pemerintahaan Berbasis 
Elektronik dan Peraturan Bupati Nomor 1 16 Tahun 2022 
tentang Manajemen Sistem Pemerin tah an Berbasis 
Elektronik dan Audit Teknologi In formasi dan 
Komunikasi; 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b , dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) 
sebagaimana telah beberapa kali d iubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842); 

4. Undang-Un dang Nom or 14 ahu 2008 tentang 
Keterbukaan In formasi Publik Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nom or 6 , Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nom r 48 46); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 t ntang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara epu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L mbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) seba gaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan U dang­
Undang Nomor 6 Tahun 202 tentang e etapan 
Peraturan Pem erintah Pengganti Undang-Un an Nomor 
2 Tah n 2022 tenta g ipta Kerja menjadi ndang­
Undang (Lem baran Negara ep blik on sia tahun 
2023 Nomor 41 , Tambahan Lembaran egara Republik 
n do esia Nom or 6856 ; 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2 10 tentang 
Pe aksanaan Un dang-U d ang omor 4 Ta h u n 2008 

n tang K rbu kaan I form asi Publik Lembaran Negara 
Republik Indon esia Tahun 2010 No or 99 , Tambahan 
Lem aran Negara Repu b ik In donesia Noomo 149); 

7 . Pera turan Pemerintah Nom r 71 Tah n 20 1 tentang 
Penyelen ggaraan Si tern dan T s k ' Elektronik 
(L m baran Negara Republik Indone ia Tahun 2019 
Nom or 185, Tambahan Lemba ran Ne a ra Republik 
In d n es ia Nomor 6400); 

8 . Peratu ran Presiden Nom or 95 Tahun 2 18 tentang 
Sistem Pemerintahan Berba sis Elektron ' (Lembaran 
Nega ra Repub lik Indon esia Tahun 2 8 omor 182); 

9. Pera turan Presiden Nomor 39 Tahu n 20 19 tentang Satu 
Data n donesia (Lem baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 112); 

10. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang 
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 
Nasional (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 233) ; 

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di 
Lingkungan Instansi Pemerintah; 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan; 

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi 
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 209) ; 
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14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 
10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem 
Elektronik Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 321); 

15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 
Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan 
Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 551); 

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Ta h u n 2018 tentang 
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instan i Pemerintah 
(Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
411); 

17. Peraturan Men teri Komunikasi dan Informatika N mor 8 
Tahun 2019 ten tang Penyelenggaraan U san 
Pemerintahan Konkuren Bidang Komunik i dan 
Informatika (Be rita Negara Republik Indonesi Tahun 
2019 Nomor 1026); 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan aratur ega ra dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 20 ten tang 
Pedoman M n ajemen Risiko Sistem Pe erintahan 
Berbasis El k tronik (Berita ega a Rep blik I donesia 
Tahun 2020 Nomor 261); 

19. Peratura n Bada n Siber da n Sand' egara No or 8 Tahun 
2020 ten tang Sistem Pengama a n Dalam 
Penyelenggaraan Sistem Elektronik ( er ita Negara 

pub 'k nd nesia Tah n 2020 Nom or 1375); 
20. Pera turan Menteri Perencanaan Pe bangu. jKepala 

Bad a n Perencan aan Pem a ngun Nasion Nomor 
16 Tahun 2020 tentang Manajem n D t Sistem 
Pemerintahan Berba sis Elektron 'k Be ita Negara 
Republik Ind nes ia Tahun 2020 Nomor 157 ); 

21. Pera turan Menter i Pen da agunaan Apara u egara dan 
Reform a i Birokrasi Nom or 59 Tahun 020 tentang 
Pem a ntauan dan Evaluasi Si tern P merintahan 
Berba sis Elektr nik (Berita Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 99 4); 

22. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Pedoman anajemen eamanan Informasi 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar 
Teknis dan Prosedur Kea manan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 541); 

23. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 
Tahun 2024 ten tang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan 
Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Be rita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99); 

24. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2 
Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan 
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 100); 
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25. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 
Sistem Pemerintaha n Berbasis Elektronik; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 
1 Tahun 2016 ten tang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1); 

27. Peraturan Daera h Kabupaten Tasikmalaya Nomor 
3 ahun 2016 tentang Urusan Pe erintahan yang 
menjadi Kewenan gan Pemerin t a n Kabupaten 
Tasikmalaya (Lembaran Da erah Kabupaten asikmalaya 
Tahun 2016 Nom or 3) ; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENG ARAAN 
SISTEM PEMERINTAHAAN BERBASIS ELEKTRONI . 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian K sa 
Defini i 

Pa al 

Dalam Pera turan B pa ti ini ya g d imaksud dengan: 
1. Daera h a dalah Daerah Kabu pa ten Tasikmalaya . 
2. Bupati adala h Bupati Tasikm alaya. 
3. Pemerin ah Da era h a d alah Bupati sebag unsur 

pe ye enggara Pem erintah an Da erah ya n g m emimpin 
pelak sana an u rusa n p em erin a h an y n g menjadi 
kewen angan da erah otonom . 

4 . Pera n gkat Daerah adalah unsur pemb nt Bupati dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Da erah d lam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang m enjadi kewenangan Daerah. 

5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 
selanjutnya disingkat SPBE a d alah penyelenggaraan 
pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi 
dan komun ·kasi u ntuk memberikan layanan kepada 
Pengguna SPBE. 

6. Tata Kelola SPBE ada lah kerangka kerja yang memastikan 
terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian 
dalam penerapan SPBE secara terpadu. 

7. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk 
mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan 
berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. 

8. Layanan SPBE adala h keluaran yang dihasilkan oleh 1 
(satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang 
memiliki nilai manfaa t. 

9 . Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen 
perencanaan pembangunan SPBE secara n asional untuk 
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. 
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10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang 
mendeskripsikan in tegrasi proses bisnis, data dan 
informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan 
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang 
terin tegrasi. 

11 . Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang 
diterapkan secara nasional. 

12. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah adalah Arsitektur 
SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah. 

13. Peta Rencana SPBE ada a h okumen yang 
mendeskripsikan arah dan langka enYlapan dan 
pelaksana a n SPBE ya n g ter integra si. 

14 . Peta Rencan a SPBE a s ion a l a da la h Peta en c na SPBE 
yang diterapka seca ra nasional. 

15. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ada! h Peta 
Rencana SPBE ang diterapkan di pemerintah daerah. 

16. Proses Bisnis dalah sekumpulan kegiatan yang 
terstruktur dan aling terkait dalam pelaksana a tugas 
dan fungsi instansi pusat dan pemeri tah daerah m.asing­
maslng. 

17. Infras truktur SPBE a dalah sem a perangka t keras, 
pera ngka t lun a k , dan fasilit y n g m penunJang 
utama untuk m enjalankan sistem, a ikasi, or unikasi 
data, pen golaha dan enyim anan p rangkat 
integra sil pen ghu bu ng, da n perangkat ele on ik lainnya. 

18. Infrastruktur SPBE Nasio al adalah Infrastru k t r SPBE 
yang terhu b n g d e g a t tu r SPBE instansi pusat 
dan pemerintah daerah dan d igunak secara b gi pakai 
oleh in stansi p s a t dan pemerintah da erah. 

19. Infra struktur SPBE Pem er intah Daer adalah 
Infra struktur SPBE yang diselenggarak n pemerintah 
da erah. 

20. Pusa t Da ta a d alah fa silitas ya g digun akan untuk 
penempata n sistem elektro ik a n ko 0 :len terkait 
lain nya untuk ke erluan penempatan, pe yi panan dan 
pengolahan data , dan pemulihan d t . 

2 1. J aringan Intra adalah jaringan tertutup yang 
menghubungkan a n ta r sim pul jarin n dalam suatu 
organisasi. 

22. Sistem Penghubung Laya n an a d a lah perangkat integrasil 
penghu bung untu m ela kukan pertukaran Layanan 
SPBE. 

23. Aplikasi SPBE a da lah satu atau sekumpulan program 
komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan 
tugas atau fungsi Layanan SPBE. 

24. Aplikasi Umum adala h Aplikasi SPBE yang sama, standar, 
dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat 
danl atau pemerintah daerah. 

25. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, 
dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi 
pusat atau pemerintah daerah terten tu untuk memenuhi 
kebutuhan khusus yang bukan kebu tuhan instansi pusat 
dan pemerin tah daerah lain . 
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26. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa 
yang akan rnernpengaruhi keberhasilan terhadap 
pencapaian tujuan penerapan SPBE. 

27. Manajernen Risiko SPBE adalah pendekatan sisternatis 
yang rneliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya 
untuk rnenentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE. 

28. Kearnanan SPBE adalah pengendalian kearnanan yang 
terpadu dalarn SPBE. 

29. Manajernen Kearnanan SPBE adalah serangkaian proses 
untuk rnencapai penerapan kearnanan SPBE yang efektif, 
efisien, dan berkesinarnbungan, ser ta rnendukung 
layanan SPBE yang berkualita s. 

30. Data adalah catatan atas kurnpulan fakta at d eskripsi 
berupa angka, k a rakter, sirnbol, garnbar, pet , t da, 
isyarat, tulisa n , suara, danl atau bunyi, yang 
rnerepresentasikan keadaan sebenarnya atau 
rnenunjukkan su a tu ide, objek, kondisi, atau sit a s i. 

31. Manajernen Data adalah proses pengelol an data 
rnencakup perencanaan, pengurnpulan, perne 'k sa an dan 
penye barluasan yang dilakukan secara efektif d a . efisien 
sehingga diperoleh data yang akurat , ut kh ir, dan 
terin tegrasi. 

2 . rs 'tektur Data ada a h model yang rnen gatur dan 
rnene tukan jeni ata yang d ikurnpu k n , isirnpan, 
dike 0 a , dan diintegrasikan dala rn SPBE. 

3. a aj rn n Arsite Data adala h rangk . an proses 
untu k rnenetapkan dan rn nyebarluaskan k rnponen 
Ar itektur Dat . 

34 . Ma ajernen Data Referensi adalah rangkaia proses 
per ncan a n, pe gurnpulan , erne 'k ' aa dan 
penyebarluasan Data Referensi. 

35. Manajernen Bas is Da ta adalah prose pengelolaan 
kurnpulan data yang disirnpan di pusa t D t Nasional. 

36. Manajernen Ku a litas Da ta a dalah p r 'es untuk 
rnernas tikan Da ta yang d ihasilka n dan d' elola secara 
elektronik rnernen uhi prinsip sa tu da ta Indonesia. 

37. Manajernen perubahan a dalah suatu proses yang 
sis ernatis dengan rnenerapkan pengetahuan, sarana dan 
s rnber d aya yang diperlu kan organisasi untuk bergeser 
dari kondisi sekarang rnenuju kondisi yang diinginkan, 
yaitu rnenuju k arah kinerja yang lebih baik dan untuk 
rnengelola indi idu yang akan terkena darnpak dari proses 
perubahan tersebut. 

38. Audit Teknologi Inforrnasi dan Kornunikasi adalah proses 
yang sisternatis untuk rnernperoleh dan rnengevaluasi 
bukti secara objektif terhadap aset teknologi inforrnasi dan 
kornunikasi dengan tujuan untuk rnenetapkan tingkat 
kesesuaian antara teknologi inforrnasi dan kornunikasi 
dengan kriteria danl atau standar yang telah ditetapkan. 

39. Pengguna SPBE adalah pernerintah daerah, pegawai 
aparatur sipil negara, perorangan, rnasyarakat, pelaku 
usaha, dan pihak lain yang rnernanfaatkan Layanan SPBE. 
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Bagian Kedua 
Kebijakan Umum 

Pasal 2 

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan SPBE, Pemerintah 
Daerah: 
a. mengacu pada perencanaan induk SPBE Nasional; 
b. didukung oleh standa r operasional prosedur; 
c. dapat dilakukan m ela lu i kerja sama d ngan pihak lain 

sesuai dengan ketentuan pera u ran perundang­
u n d angan; da n 

d . m enyesuaika n pem bah a ru an In tegra i dan pr ses bisnis 
antar pihak sesu ai kebutuhan perkembangan in g ungan 
dan teknologi. 

Bagian Ketiga 
Prinsip an Asas 

Pasa13 

1) SPBE dilaksanakan dengan prinsip: 
a. efektivitas ; 
b. keterpaduan; 
c. kesinambungan; 
d . efi iensi; 
e. a kuntabilitas ; 
f. in teroperabilitas; d an 
g. keam anan. 

(2) Efek tivita s sebaga im n a dimaksu d ada t (1) huruf a 
merupakan optimalisa i pemanfaatan su ber aya yang 
m n dukung SPBE yan g berhasil guna sesuai dengan 
kebutu h a n . 

(3) Keterpa duan seba gaimana d ima ksud pada a at (1) huruf 
b merupakan pengintegrasian sumber daya yang 
m endukung SPBE . 

(4) Kesinam bu ngan se bagaimana dimaksu d pada ayat ( 1) 
huruf c merupaka n keberlanjuta n SPBE secara terencana, 
ber tahap , dan terus menerus sesuaJ. dengan 
perkembanga nnya. 

(5) Efisiensi sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang 
mendukung SPBE ya ng tepat guna. 

(6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban 
dari SPBE. 

(7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses 
Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka 
pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE. 

(8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 
merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, 
keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber 
daya yang mendukung SPBE. 



-8-

Pasa14 

(1) SPBE dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas: 
a . kepastian hukum; 
b. kemanfaatan; 
c. kemudahan dan keterjangkauan; 
d. keterpaduan; 
e. keterbukaan; 
f. akuntabilitas; 
g. keamanan dan keandalan; 
h. partisipatif dan akomodatif; dan 
i. non-diskriminatif 

(2) Aspek kepa s tian hukum sebagaimana dimaksu pada ayat 
(1) huruf a m erupakan landasan bahwa h k m dan 
ketentuan perun dang-undangan harus diletakkan s ebagai 
dasar dalam s etiap keijakan dan Tindakan alam 
penyelenggaraan SPBE. 

(3) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pa yat (1) 
huruf b sebagaimana landasan bahwa penyelen ggaraan 
SPBE di Daerah harus dapat memberikan ant at dan 
nilai tam bah bagi seluruh masyarakat di Daerah, serta 
berbagai pihak dan komponen yan terli a t dalam 
penyelenggaraan SPBE di Daerah. 

4) Asas kemudahan dan keterjangkaua eb gaimana 
dimaksud pada aya t (1) huruf c sebagai a n da san bahwa 
penyelenggaraan SPBE ditujukan untuk m e p rmudah 
aks s Pengguna SPBE terh adap layanan SP E, serta 
menyediakan layanan SPBE yang dapat dij g au oleh 
selu ruh kalangan masya rakat di Da,erah. 

(5) Asas keterpadu a n seba gaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d sebaga i landa an bahwa pen ele gara an SPBE 
harus m engedapnkan adanya ket rpaduan dan integrasi 
dari berbagai kompon en dan sumber aya SPBE di 
Daera h. 

(6) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
huruf e sebagai landasan bahwa penyelen ggaraan SPBE 
h a rus m engedepanka n keterbukaan terhadap hak 
masyarakat untuk m emperoleh informasi yang benar, 
jujur dan tidak diskrim inatif m engenai penyelenggaraan 
SPBE, dengan tetap memperlihatkan perlindungan hak 
asasi pribadi. 

(7) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f sebaga i landasan bahwa penyelenggaraan SPBE 
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(8) Asas keamanan dan kehandalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf g sebagai landasan bahwa 
penyelenggaraan SPBE harus dapat menjamin 
kerahasiaan, keandalan, keutuhan, dan ketrsediaan data 
dan informasi yang berdasarkan peraturan perundang­
undangan harus diberlakukan secara khusus, serta 
memastikan seluruh sumber daya pendukung SPBE dapat 
berjalan optimal dan sesuai dengan kebutuhan. 
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(9) Asas partisipatif dan akomodatif sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf h sebagai landasan bahwa 
penyelenggaraan SPBE mempunyai keterlibatan 
masyarakat yaitu melaui perencanaan partisipatif untuk 
menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi 
dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme 
konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral. 

(10) Asas non-diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hurufi sebagai landasan bahwa penyelenggaraan SPBE 
harus dapat menghargai persamaan derajat tidak 
membeda-bedakan, baik para pihak, tas dasar agaman, 
ras, etnis, suku bangs a , warn a kulit , statu s s sial, afiliasi 
atau ideologi dan sebagain ya. 

Bagian Keempat 
Maksud dan Tujuan 

Pasa15 

Peraturan Bu pati ini d itetapkan dengan m a k sud: 
a. sebagai pedoman umum a am r g m enyusun 

perencanaan, pengoperasioan, peme iharaan t rmasuk 
monitor·ng ser ta evaluasi yang berkaita en gan tata 
kelola tekn ologi informasi dan komunikas · ser t sistem 
keaman an inform asi di Lingkungan Peme ·ntah Daerah; 
dan 

b . sebagai pedom a n bagi Perangka t Daerah dalam 
pela k anaan dan pen gem angan SPBE i Daerah, 
seh ingga dapa t beIjala n d en gan baik dan berkualitas 
sesuai dengan ketentuan pera turan erund g- ndangan 
dan mengacu kepa da Arsitektur SPBE Na ional . 

Pasa16 

Peraturan Bupa ti ini d itetapkan dengan tuj an: 
a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan 

dan pelayanan publik di Daerah; 
b. memaksimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi 

informa si dan k omunikasi dalam penyelenggaraan 
pemerintaha n d an memudahkan masyarakat dalam 
mendapatkan pelayanan publik di Daerah; 

c. meningkatkan efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan 
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan publik di Daerah; 

d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam 
penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah; 

e. memadukan, mengintegrasikan, dan menyederhanakan 
proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 
publik di Daerah; dan 

f. menjamin terselenggaranya operasionalisasi kebijakan 
SPBE di Daerah. 
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Bagian Kelima 
Ruang Lingkup 

Pasal7 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini sebagai berikut: 
a. tata kelola SPBE; 
b. manajemen SPBE; 
c. audit teknologi informasi dan komunikasi; 
d. penyelenggara SPBE; 
e . pembiayaan; dan 
f. pemantauan dan evaluasi SPBE. 

BAB II 
TATA KELOLA SPBE 

Bagian Kesatu 
Um um 

Pa al8 

1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan pe erapan 
unsur SPBE s cara terpadu. 

(2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud ada yat (1) 
meliputi: 
a. rencana induk SPBE Na s ional; 
b. a rsitektur SPBE; 
c. peta rencana SPBE; 
d. renca na da n anggaran SPBE; 
e. proses bisn is; 
f. data dan in formasi; 
g. infrastruktur SPBE; 
h. aplika si SPBE; 
1. keamanan SPBE; dan 
J. layanan SPBE. 

Bagian Kedu a 
Rencana Induk SPBE Nasional 

Pa sa1 9 

(1) Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a bertujuan untuk 
memberikan arah SPBE yang terpadu dan 
berkesinambungan secara nasional. 

(2) Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE; 
b . arah kebijakan SPBE; 
c. strategi SPBE; 
d. arsitektur SPBE; dan 
e. peta rencana strategis SPBE. 
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(3) Rencana Induk SPBE Nasional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan pedoman untuk menyusun 
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Rencana SPBE 
Pemerintahan Daerah. 

Bagian Ketiga 
Arsitektur SPBE 

Pasal 10 

(1) Ar sitektur SPBE Pemerin tah Daerah s bagaimana 
dimaksud dalam Pa sal 8 aya t (2) h uruf b be tuj n untuk 
memberikan panduan dalarn pelaksanaan Integ as· Proses 
Bisnis, Data d a n Informasi, Infrastruktur SPBE, p ikasi 
SPBE, dan Kearna n an SPBE untuk menghasilkan a anan 
SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Da era h . 

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memuat: 
a. referensi arsitektur; dan 
b. dom ain arsi tektur. 

(3) Referensi arsitektur sebagaimana dim aksu pa da ayat (2) 
huruf a mendeskripsikan komponen d ar arsitektur baku 
yang d igunakan sebagai acuan untuk p nyu n a n setiap 
domain a rsitektur. 

(4) Domain arsitektu r sebagaimana dimaksud a da ayat (2) 
huruf b men deskripsikan subs a n s · . ektur yang 
mem uat: 
a. domain arsitektur roses Bisnis; 
b . domain a rsitektur data da n informa si; 
c. domain arsitektu r In frastruktur S B ; 
d. domain arsitek tur plikasi SPBE; 
e . domain arsitektu r Kea manan SPBE; d 
f. dom ain a rsitek tur Layanan SPBE . 

Pasal 11 

(1 ) Ars·tektur SPBE Pem erintah Daerah disusun dengan 
b rpedom an pada Arsitek tur SPBE Nasional dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

(2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu: 
a. 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE ditetapkan 

sesuai dengan jangka waktu Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah; atau 

b. kurang dari 5 (lima) tahun apabila Arsitektur SPBE 
ditetapkan pad a saat tahun berjalan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah. 

(3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

(4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah 
Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati melalui 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
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komunikasi dan informatika berkoordinasi dan dapat 
melakukan konsultasi dengan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
aparatur negara. 

(5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu 
dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu 
sesuai dengan kebutuhan. 

(6) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) dilakukan berd sarkan: 
a. perubahan Arsitektur SPBE Nasi n a ; 
b . hasil pemantaua n dan evaluasi SPBE ; 
c. perubahan pa da u n su r SPBE sebagaim na imaksud 

dalam Pasa l 8 ayat (2) huruf d sampai d huruf 
J; 

d. perubahan Rencana Pembangunan J angka 
Menengah Daerah; 

e. kebutuhan d aerah; atau 
f. perkembangan keadaan. 

(7) Reviu Arsitektu r SPBE Pemerintah Daerah se agaimana 
dimaksu d pada ayat (4) dilakukan oleh Perang a t Daerah 
yang menyelen gga raka n urusan pemeri t an i bidang 
komunikasi dan in formatika. 

8 ) Revi Arsitektur SPBE Pemerintah aerah eb gaimana 
dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

Bagia n Keempat 
Peta Ren cana SPBE 

Pasal1 2 

(1 ) Peta Ren cana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dala m Pasal 8 aya t (2) h u ruf c m em uat: 
a. tata kelola SPBE; 
b. manajemen SPBE; 
c. layanan SPBE; 
d. infrastruktur SPBE; 
e . aplikasi S E ; 
f. keamanan SPBE; dan 
g. audit t knologi in ormasi dan komunikasi. 

(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dalam bentuk program dan/ atau kegiatan SPBE dalam 
rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan 
penerapan SPBE. 

Pasal 13 

(1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 12 disusun dengan berpedoman 
pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE 
Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah 
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Daerah. 
(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perencanan 
pembangunan daerah setelah berkoordinasi dengan 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 

(3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 
(lima) tahun. 

(4) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d itetapkan den gan Keputusan 
Bupati. 

(5) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pe rintah 
Daerah sebagaim ana dimaksud pada ayat (3) de an Peta 
Rencana SPBE Na sional, Bupati berkoordinasi da n apat 
melakukan kon sultasi dengan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 1 b idang 
aparatur negara . 

(6) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah se a gaimana 
dimaksud pada ayat (4) dilakukan reviu pada p ru waktu 
dan tahun terakhir pelaksanaan ata sew k tu -waktu 
sesuai dengan kebutuhan. 

(7) Reviu Peta Rencana SPBE emer ·nt Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ilakukan 
berdasarkan: 
a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional; 
b. perubahan rencana stra t gis Pemerintah Daerah; 
c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Da erah; atau 
d . h asil pemantauan dan evaluasi SPBE P merintah 

Daerah . 
(8) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dima sud pada 

ayat (7) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggara kan urusan pemerin tahan di bidang 
perencanan pembangunan daerah . 

(9) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah 
sebagaimana d imaksud pada ayat (7) dite apkan dengan 
Kepu tusan Bupati. 

Ba gian Kelima 
Rencana dan Anggaran SPBE 

Pasal14 

(1) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c disusun sesuai dengan 
proses perencanaan dan penganggaran tahunan 
pemerintah daerah dalam bentuk inventarisasi kebutuhan 
anggaran SPBE. 

(2) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang perencanan pembangunan daerah dan Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
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bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang komunikasi dan informatika. 

(3) Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menghimpun 
usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh 
Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur 
SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE 
Pemerintah Daerah. 

(4) Koordinasi dalam proses penyusuna n anggaran dan 
belanja SPBE dilakukan dengan car melakukan 
peninjauan terh a dap ren can a a nggaran dan belanja SPBE 
untuk m em astikan keterpaduan perencan a an a nggaran 
dan belanja SPBE di seluruh Perangkat Daerah. 

(5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi per can aan 
pembangunan da erah dengan Kepala Perangkat D erah 
yang membidangi urusan komunikasi dan inf atika 
memastikan k esesuaian rencana anggaran da elanja 
SPBE denga n perencanaan tekno ogi inform a i dan 
komunikasi Daera h. 

Pa sa l 15 

(1) Dalam rangka pengoord in asian pe s an encana 
SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), 
Perangkat Da erah yang m e ele ggarak urusan 
pem erintahan b idang kom nikasi dan 1 f rmatika 
den ga n melibatk a n sem u a Perangk t Daera dan tim 
pengarah SPBE / t im koordina i SPBE. 

(2) Dala m penyusu nan renca a S BE e b gaimana 
dima ksud pada ayat (1 ) setia p Pera ngkat aerah wajib: 
a . m enyusu n dan m enetapkan en can S BE yang 

spesifik , terukur, dan realistis berda a r an tugas 
pokok dan f ngsinya , serta sesuai den ga n rencana 
Arsitektur SPBE; dan 

b. m encantum kan rencana peny enggaraan SPBE 
sebagaimana d imaksud huru a , dalam rencana 
kerja Pemerintah Daerah da n rencana kerja 
Perangkat Daerah. 

(3) Penyusunan rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dapat m en ggunakan Aplikasi Umum berbagi 
pakai yang m n dukung interoperabilitas/integrasi dan 
dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan 
teknologi informasi dan perubahan lingkungan. 

(4) Layanan Perencanaan Berbasis Elektronik merupakan 
keluaran yang dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang 
memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan 
perencanaan Instansi Pemerintah Daerah. 
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Bagian Keenam 
Proses Bisnis 

Pasal 16 

(1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8 ayat (2) huruf d bertujuan untuk memberikan 
pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta 
penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan 
SPBE. 

(2) Penyusunan Proses Bisnis sebagaiman a imaksud pada 
ayat (1) b erd a sarkan pad a Ars itektur SPBE Pemerintah 
Daerah. 

(3) Proses Bisnis sebaga imana dimaksud pad a a t yang 
saling terkait d isusun secara terintegrasi u tuk 
mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi 
SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi. 

(4) Proses Bisnis s ebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disusun oleh unit kerja yang menyeleng arakan tu gas dan 
fungsi di bidang tata laksana. 

(5) Dalam penyusu n a n Proses Bisnis, u nit kerja sebagaimana 
dimaksud pad a aya t (4) berkoordina i an dapat 
melakukan kon sultasi dengan ment ~ ri yang 
m enye enggarakan u usan peme h di bidang 
aparatur negara dan menteri y g m ny I n ggarakan 
urusan pemerin tahan dalam nege ., yang erk ordinasi 
dengan Perangkat Daerah yang m nye gg a urusan 
pemerintahan d i b idang komu nikasi dan info a tika serta 
kem en terian yang m enyelengaarakan urusan 
pemerintahan di bidang apa rat r negara . 

(6) Sekretaris Daerah m elakukan harmonis si da integrasi 
Proses Bisnis dari seluruh Perangkat Daerah d n dibantu 
oleh pimpina n unit k rja yang m eny Ie r kan tugas 
dan fu n gsi di bidang ta ta laksana. 

(7) Proses Bisnis s ebagaim ana d imaksud pa a ayat (4) 
d itetapkan denga n Keputu san Bup ti. 

(8) Penyusunan Proses Bisnis sebagai a na dimaksud pada 
ayat (7) dila ksanakan sesuai ketentu an Peraturan Menteri 
yang menyelenggara ka n urusa n pem erintahan di bidang 
a pa ratur negara. 

Bagian Ketujuh 
Data dan Informasi 

Pasal17 

(1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (2) huruf e mencakup semua j en is data dan informasi 
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah danj atau yang 
diperoleh dari masyarakat, pelaku u saha, danjatau pihak 
lain. 

(2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan dalam SPBE. 
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(3) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 

(4) Pengintegrasian Data dan Informasi dalam bentuk sistem 
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan dengan memperhatikan standar 
interoperabilitas Data dan Informasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pengintegrasian Data dan Informa si sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) harus menjam in keamanan, 
kerahasiaan, keutuhan, k easlian, dan k en irsangkalan 
Data dan In formasi sesuai dengan ketentu an eraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 18 

(1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud d am Pasal 
17 ayat (1) digunakan oleh Pemerintah Dae a dalam 
penyelenggaraan SPBE, didasarkan pad a Arsitektu r SPBE 
Pemerintah Daerah . 

(2) Data dan informa si sebagaimana dimaksud pad ayat (1) 
diklasifikasikan men j a di : 
a. data dan inform asi publik; dan 
b. data dan informasi yang dikecualikan. 

(3) Da ta dan informasi yang dikecu alikan seb grumana 
dimaksud pad ayat (2) huruf b melip ti: 
a. data pribadi; 
b. segala jenis data dan in £ rmasi yang berdasarkan 

ketentuan perundang-undangan terma s k dalam 
klasifikasi rahasia; 

c . segala jenis data dan inform a si yang berdasarkan 
keten tuan perun dang-undanga n term a suk dalam 
kla sifikasi sangat raha s ia; dan 

d. da ta dan informasi lain yang dibata i akses dan 
penggunaannya berdasarkan k tentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 19 

(1) Data dan informa si sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
18 ayat (1) disediakan dan dikelola oleh perangkat Daerah 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertanggung jawab atas keakuratan Data dan informasi 
yang disediakan serta Keamanan Data dan informasi yang 
bersifat strategis danl atau rahasia. 

(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
harus memenuhi kriteria: 
a. berdasarkan stan dar data dan informasi; 
b. berbagi pakai data dan informasi; 
c. mudah diakses; dan 
d. selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. 
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Bagian Kedelapan 
Infrastruktur SPBE 

Paragraf 1 
Umum 

PasaI20 

(1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) h ruf f terintegrasi 
dengan Insfrastruktur SPBE N asional. 

(2) Infrastruktur SPBE Pemer intah Daerah sebagaimana 
d imaksud pada aya t (1 ) terdiri a a s : 
a. Pusat Data Pemerintah Daerah; 
b. Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan 
c. Sis tem Pen ghubung Layanan Pemerintah Da era 

PasaI21 

(1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah 
sebagaimana d ima ksud d alam Pa a l 20 b ju an untuk 
meningka tkan efisiensi, keamanan, dan k em udahan 
integras ' dalam rangka memenuh' k utuhan 
Infrastruktur SPBE bagi Perangkat D erah d i Ii gkungan 
Pemerintah Daerah. 

(2) Penggunaan Infrastruktu SPBE Pemerint h Daerah 
seba gaimana d im aksud pada ayat (1) dilakukan secara 
bagi paka i. 

(3) Pembangu nan d an p engem ba ngan Infrastruk tu r SPBE 
Pem erinta h Daera h sebagaim a na dimak su d p a a ayat (1) 
d ida sarkan pada Arsitek tur SPBE. 

(4 ) Infras t ru ktur SPBE Pem erintah Da e ah dila k sanakan oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggar ka n urusan 
pemerin tahan di b idang kom unika si dan i formatika. 

(5) Pem ban gun a n in frastruk tur SPBE Peran gkat Daerah 
h a nya pen gada an ruan g perangkat a k tif ja r ingan loka!. 

Paragraf 2 
Pusat Data Pemerintah Daerah 

Pasal22 

(1) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a merupakan sekumpulan 
Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh 
Pemerintah Daerah, dan saling terhubung. 

(2) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terhubung dengan Pusat Data Nasional. 

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang komunika si dan informatika 
menyediakan fasilitas Pusat Data Pem erintah Daerah. 
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(4) Pusat Data Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) harus: 
a . memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain 

Pusat Data dan manajemen Pusat Data; 
b . menyediakan fa silitas bagi pakai dengan Instansi 

Pusat dan Pemerintah Daerah lain; 
c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari 

menteri yan g menyelenggarakan urusan 
pemerintahan d i bidang komunikasi dan informatika; 
dan 

d . mendapatkan pertimbangan k elaikan keamanan dari 
kepa la lembaga ya ng m enyelen gga rakan tugas 
pemerin tahan d i bidang keama nan sib er . 

(5) Dalam hal Sta ndar Nasional Indonesia sebag Imana 
dimaksud pada ayat (4) huruf a belum tersedia, sa Data 
menggun akan standar internasional terkait desain sat 
Data dan manajemen Pusat Data. 

Pasa123 

(1) Seluruh Perangkat Daerah di lingku g Pe erintah 
Daerah harus m eman faatkan ayanan sa a t. 

(2) Pe ggunaan Pusa t Data Pemeri tah Daerah eb gaimana 
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk m enigkatkan 
efisiensi dalam m emanfaatkan sumber daya Pu at Data 
P m erintah Daerah. 

(3) Laya nan Pusat Data Pemerintah Daerah s bagaimana 
dim aksud pada ayat (2) dikelola ole unit kerja yang 
m enyelen ggarakan u rusan pemerintah bidang 
komunika si dan inform atika. 

(4) Unit kerja seba gaimana dima ks d pada yat (1 ) enyusun 
kebija kan laya nan Pusat Data yang ertu j an untuk 
memberikan pandu an dalam pelak sana layanan pusat 
da ta u n tuk m ngh asilkan laya n an SPBE ya n g terpadu. 

Pasal 24 

(1) Perangkat Daerah menem patkan aplikasi pada hosting 
dan server pada colocation server pada Pusat Data yang 
dikelola Perangka t Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pem erinta han bidang komunikasi dan 
informatika. 

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak melakukan pembangunan pusat Data. 

(3) Perangkat Daerah yang telah memiliki Pusat Data sesuai 
dengan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (4) danjatau ayat (5), wajib menempatkan back up 
system di Pusat Data dan menempatkan seluruh 
perangkat di pusat Data. 
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Paragraf 3 
Jaringan Intra Pemerintah Daerah 

Pasal25 

(1) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b merupakan Jaringan Intra 
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah 
Daerah. 

(2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah seb gai ana dimaksud 
pada ayat (1) d ipergunakan oleh sel ruh Perangkat 
Daerah di lingku n gan Pem erin tah Da erah 

(3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaiman a d i aksud 
pada ayat (1) terhu bung dengan Jaringan Intra pe er i tah 
danl atau jaringa n intra Instansi Pusat/Pe e ·ntah 
Daerah lain. 

(4) J aringan Intra pemerin tah se bagaimana dimak s d pada 
ayat (2) merupa kan jaringan interkoneksi tert t p yang 
menghubungka n antar Jaringan Intra Instansi Pusat dan 
Pemerintah Daerah. 

Pasal26 

(1) Penggunaan j aringan intra pemerintah ebagaimana 
dimaksu d dala m Pasal 25 bert ju a untu k menjaga 
keam anan dalam melakukan penglnman data dan 
informasi antar simpuljaringan di lingkungan P merintah 
Daerah dan/atau den gan In stansi Pusat/ P merintah 
Da erah la in. 

(2) Pela ksanaan J aringan Intra Pemerinta Daaerah 
sebagaiman a dim a ksu d pada ayat (1) dapat m en ggunakan 
ja ringan fisik yan g diban gun oleh Pemerin ta h Daerah 
dan l ata u penyedia jasa layan an jaringan. 

(3) Penggunaan Jaringan Intra Pemerin tah Daerah 
sebagaima na d im aksu d pada ayat (1) h a rus memenuhi 
ketentuan sebagai berikut : 
a. mem buat k eterh ubungan dan akses jaringan intra 

pemerintah; 
b. m endapa tkan pertimbangan kelaikan operasi dari 

kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan d i bidang komunikasi dan informatika. 

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari 
kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas 
pemerintahan di bidang keamanan siber. 

Paragraf 4 
Sistem Penghubung Layanan 

Pasal27 

(1) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 2 0 ayat (2) huruf c 
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merupakan Sistem Penghubung Layanan yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk 
melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam Pemerintah 
Daerah. 

(2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan 
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. 

(3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) merupakan perangkat integrasi 
yang terhubung dengan Sistem Peng ubung Layanan 
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah u tuk melakukan 
per tukaran Laya n an SPBE an tar Instansi Pusat danj atau 
Pemerintah Daerah . 

Pa sal28 

(1) Sistem Pengh u bung Layanan Pemerintah aerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 7 , harus mem enuhi 
syarat: 
a. tersedia j a lur jbus (system koneksi bukan point-to­

point); 
b. tersedia metadata repository;dan 
c. ter sedia service directory. 

(2) Dalam menggun a kan s istem penghu u g layanan 
Pemerintah Daera h sebagaimana dimaksud pa d ayat (1), 
harus : 
a. membuat keterhubungan dan akses jarin gan intra 

Pemerintah Daerah dan jatau den gan Laya an SPBE 
Pemerintah Daera lainj Propinsi j I stansi Pusat. 

b. memen uhi s tanda r interopera ilita ta r layanan 
SPBE Pem erintah Daerah dan j ata dengan Layanan 
SPBE Pemerin tah Daerah lai j Pr ovin ijlnstansi 
Pusa t sesu ai den gan ketentuan peraturan 
perundan g-u ndagan. 

c. m endapatkan pertimbangan kelaikan operasi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perun d ang-undangan; 
dan 

b. mendapa tkan pertimbangan kelaikan keamanan 
sesu ai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Paragraf 5 
Perangkat Jaringan dan Komunikasi Data 

serta Bandwith 

Pasa129 

(1) Dalam upaya menjamin kelancaran penyelenggaraan 
SPBE Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika 
menyediakan, mengelola dan memelihara perangkat 
jaringan dan komunikasi Data yang diperlukan untuk 
dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah. 
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(2) Penyediaan dan pengelolaan perangkat jaringan dan 
komunikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat bekerja sarna dengan pihak ketiga yang berada di 
wilayah hukum Indonesia. 

(3) Perangkat jaringan dan komunikasi Data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) merupakan semua peralatan yang 
mendukung jaringan komunikasi Data yang digunakan 
secara berbagi pakai meliputi jaringan intra pemerintah, 
sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah, dan 
bandwidth. 

Pasa130 

(1) Bandwidth sebagaimana dimaksud dalarn Pasal29 ayat (3) 
merupakan kapa s itas transfer data yang dapat digu akan 
pada perangkat jaringan dan komunikasi data. 

(2) Kebutuhan Band width sebagaimana d ·maksud pada ayat 
(1) berdasarkan u sulan Perangkat Daerah dan ditetapkan 
oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan b idang komunikasi dan informatika 
berdasarkan skala prioritas. 

(3) Pemantauan dan evaluasi a tas penggunaan bandwidth 
seba gaimana dim a ksud pa da ayat (2) dilaku kan oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerinta h bida ng komunikasi dan info matika melalui 
sistem otomatis dan dievalua s i setiap bulan. 

(4) Has il evaluasi s ebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dis am paikan kepada tim koordinasi SPBE se agai bahan 
perencana a n kebutu han bandwidth di Ii gkungan 
Pemerintah Kabupaten Tasikm alaya. 

Bagian Kesembilan 
Aplika si SPBE 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal 31 

(1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
(2) huruf h digunakan oleh Perangkat Daerah untuk 
memberikan Layanan SPBE. 

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. Aplikasi Umum; dan 
b. Aplikasi Khusus. 

Pasa132 

(1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE 
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mengutamakan 
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penggunaan kode sumber terbuka. 
(2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarakan siklus yang terdiri atas: 
a. kajian kebutuhan 
b. perencanaan; 
c. analisis; 
d. desain; 
e. implementasi; 
f. pengujian kelayakan; 
g. pemeliharaan; dan 
h . evalu a s i. 

(3) Siklus pembangunan dan pengembanga n aplikasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sec a terpadu 
dikoordinasikan dan dikonsultasikan kepada ra gkat 
Daerah yang m enye1enggarakan urusan pemeri ta an di 
bidang komunikasi dan informatika. 

(4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi 
SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pem erintah 
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-u n dangan 
harus m endapatkan pertimbangan d ari menteri yang 
menyelenggara kan urusan pemerinta an di bidang 
komunikasi dan in formatika. 

Para graf2 
Aplika s i Um u m 

Pasa133 

(1) Aplikasi Umu m sebagaimana d imaks d d a la m Pasal 31 
aya t (2) huruf a d igunakan oleh s uruh P rang at Daerah 
di lingkun gan Pemerintah Daerah. 

(2) Aplik asi Umum sebagaimana d imak sud pad a ayat (1) 
dapa t dibangun dan d ikembangkan oleh Pemerintah 
Daerah berdasarkan pada: 
a. Arsitektur SPBE Nasional; 
b. Rencana Induk SPBE Nasional; dan 
c. standar teknis dan pro edur pembangunan dan 

pengembangan Aplikasi Umum sesuai dengan 
ketentua n peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis 
dengan Aplikasi Umum, dengan ketentuan: 
a. telah mengoperasikan aplikasi seJenls sebelum 

Aplikasi Umum ditetapkan; 
b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap 

penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis; 
c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang 

disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada 
Aplikasi Umum; dan 

d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
komunikasi dan informatika. 

(4) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditempatkan pada repositori Aplikasi SPBE. 



-23-

(5) Repositori Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dikelola oleh Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang 
komunikasi dan informatika. 

Paragraf 3 
Aplikasi Khusus 

Pasal34 

1) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaks d dalam Pasal 31 
ayat (2) huruf b d a pa t d iba n gun d an dikem bangkan oleh 
Pemerintah Da erah. 

(2) Pembangunan dan pengembangan Aplika i Khusus 
se bagaimana d im aksud pada ayat (1) didasar n ada 
Arsitektu r SPBE . 

(3) Sebelum melaku kan pembangunan dan pengem angan 
Aplikasi Khusu s sebagaiman a dimaksud pad ayat (1), 
Pemerintah Daerah harus mendapatkan per tim bangan 
dari menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan d i b idang aparatur negara sesuai ketentuan 
pera turan perunda ng-u ndan ga n . 

(4) Pembangunan dan pengembangan Aplikas i Khusus 
sebagaimana d imaksud pada ayat (2) harus memenuhi 
stan dar teknis dan p rosedur pembangunan dan 
pengembangan Aplikasi Khusus. 

(5) Aplikasi Khus s da pat digun akan oleh sel ru Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Daer h setelah 
m en dapa t persetujuan dan rekomenda si dari Perangkat 
Daerah yang m en yelenggaraka n urusan pemeri tahan di 
bida ng k omunikasi da n inform a tika. 

Para graf 4 
Website Pem erintah Da erah 

Pa sa135 

(1) Website Pemerin ta h Daerah merupakan situs resmi 
Pem erintah Daerah d alam rangka menyampaikan 
informa s i penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan 
dan pembinaan sosial kemasyarakatan kepada 
masyarakat serta portallayanan aplikasi berbasis website 
Pemerintah Daerah. 

(2) Website Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dikembangkan, dikelola, dan disosialisasikan oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 

(3) Perangkat Daerah dapat membangun website tersendiri 
dengan menggunaka n domain tasikmalayakab.go.id yang 
dalam pelaksanaannya berkoordinas i dengan Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang komunikasi dan informatika. 
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Paragraf 5 
Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi SPBE 

Pasal36 

(1) Pengembangan aplikasi SPBE mengacu pada System 
Development Life Cycle (SDLC) yang terdiri dari tahapan: 
a . analisis kebutuhan sistem; 
b. perancangan sistem; 
c. pembuatan s is tem; 
d. uji coba sistem; 
e. implementasi s is tem; dan 
f. pemeliharaan s istem. 

(2) Perangkat Daerah membangun dan m en g m ngkan 
aplikasi den gan mengutamakan integra' a tau 
interoperabilitas a n tar aplikasi dengan memperh ikan 
metodologi SDLC sebagaimana dimaksud pada aya - (1). 

(3) Perangkat Daerah membangun dan menge b ngkan 
aplikasi yang d ilakukan oleh Pihak Penyedia B ran g/Jasa 
wajib melibatkan Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan u rusan pemerin tahan di bidang 
kom unika si dan informatika sebagai T Te is/Tim 
Kerja. 

4) Dalam m embangun dan mengembangkan aplikasi, 
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksu d p a d ayat (3) 
membuat dokumentasi sistem meliputi: 
a . d iagram; 
b. fungsi dan m odul yang terdapat d alam apli a s!; 
c. s t ruktur ba s is data d an relasiny 
d . diagam alir d ata; 
e. user in terface dan alurnya; 
f. spesifikas i t e nis aplikasi; 
g. m a nua l in stalasi dan k onfigur a i; 
h. m anu al pen ggun a a n a plikasi; d a n 
i . penerapan k eamanan s istem. 

(5 ) Sera h terima Pembangunan a p likasi SPBE yang 
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ J a sa d inyatakan sah 
apabila telah dilengka pi dengan dokumen teknis laporan 
pekerjaan, p alin g ed ikit memuat: 
a. dokumen System Development Life Cycle (SDLC) 

sebagaim ana d imaksud pada ayat 2, mencakup 
arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur 
aplikasi, dan a rsitektur infrastruktur; 

b. copy digital source code; 
c. dokumen manual menjalankan sistem; 
d. berita acara hasil uji coba source code dari dinas; dan 
e . dokumen laporan hasil uji keamanan (penetration 

test) oleh dina s. 
(6) Semua hak cipta atas pembangunan dan pengembangan 

aplikasi SPBE yang dibangun oleh pihak penyedia 
barangjjasa menjadi milik Pemerintah Daerah dan 
disimpan di dalam Pusat Data yang dike lola oleh 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 
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(7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintaha n di bidang komunikasi dan informatika 
berhak merniliki h ak akses sebagai super admin atas 
setiap aplikasi yang dibangun danl atau dikembangkan 
oleh Perangkat Daerah. 

(8) Sistem Elektronikl Aplikasi SPBE yang digunakan oleh 
Perangkat Daerah wajib ditetapkan melalui Keputusan 
Bupati . 

(9) Perangkat Darah waj ib melakukan konsultasi terkait 
penyusunan siklus Pembangunan Aplika si SPBE dengan 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan d i b idang komunikasi dan informatika. 

(10) Perangkat Daerah yang menyelen ggaraka urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan in form atika 
menjaga keterpa duan dan melaksanakan peng n Ian 
Pembangunan Aplika si SPBE pada perangkat daerah. 

Bagian Kesepuluh 
Keamanan SPBE 

Pasa137 

1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud da l m Pasal 8 
ayat (2) huruf i men cakup penjaminan er hasiaan, 
keutuh an, ketersediaan, keaslian, dan irs ngkalan 
(nonrepudiation) sumber daya terkait data dan i formasi, 
Infra struktur SPBE, dan Aplikasi SPB . 

(2) Penjamin an kera hasiaan sebagaiman a dimak 'u d pada 
aya t (1 ) dilak kan m elalu i penetapan klasifikasi 
k eamanan, pem bata an akses, dan e gendalian 
keamanan lain nya . 

(3) Penjaminan keutu han sebagaiman d imaks d pada ayat 
(1) dilaku kan m ela lui pendeteksian m odifik a si. 

(4) Penjaminan ketersediaan sebaga imana d imaksud pada 
ayat (1) dilakuk an melalui penyediaan cadangan dan 
pemulihan. 

(5) Penjaminan keaslian sebagaimana d im a ksud pada ayat (1) 
dilakukan m elalui penyediaan mekan isme verifikasi dan 
validasi. 

(6) Pen jaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) se bagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan 
tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya 
melalui penggunaan sertifikat digital. 

Pasa138 

(1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan 
SPBE. 

(2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan 
permasalahan Keamanan SPBE, kepala perangkat daerah 
dapat melakukan kon sultasi dan I atau koordinasi dengan 
kepala lembaga yang m enyelenggarakan tugas 
pemerintahan di bida ng keamanan siber. 



-26-

(3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar 
teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal39 

( 1) Setiap data dan informasi yang dikelola oleh Perangkat 
Daerah waj ib dilakukan backup secara terpusat dan 
berkala sesuai dengan frekuensi dan tingkat keamanan 
data dan informasi. 

(2) Perangkat Daerah yang m enyelenggarak n urusan 
komunikasi dan informatika mela kukan pen guj ian secara 
teratur terhadap mekanisme backup dan restore da a dan 
informasi untu k memastikan integritas dan va l' itas 
prosedur. 

(3) Tata Cara backup dan restore data dan informasi 
ditetapkan oleh kepala Perangkat Daer h yang 
menyelenggarakan urusan komunikasi dan in~ rmatika. 

Bagian Kese belas 
Layanan SPBE 

Paragraf 1 
Umum 

Pasal40 

(1) Laya n an SPBE sebagaimana d ima ksud dalam Pa al8 ayat 
(2) h uruf j terdiri dari: 
a. layanan a dm inis trasi pemerintahan berbasis 

elektronik; dan 
b . layanan publik berbasis elektron ik. 

(2) Layanan adminis trasi pem erintahan berbasis elektronik 
sebagaimana dim aksud pada aya t (1) huruf a merupakan 
Layanan SPBE yang mendukung ta ta laksana internal 
birok rasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan 
aku ntabilitas Pemerintah Daerah. 

(3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana 
dimaksu d pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE 
yang mendukun g pelaksanaan pelayanan publik 
Pemerintah Daerah. 

Paragraf2 
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 

Pasa141 

(1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a 
meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang: 
a . perencanaan; 
b. penganggaran; 
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c. keuangan; 
d. pengadaan barang dan jasa; 
e. kepegawaian; 
f. kearsipan; 
g. pengelolaan bara ng milik negara; 
h. pengawasan; 
1. akuntabilitas kin erja; dan 
J. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal 

birokrasi pernerintahan. 
(2) Layanan administrasi pemerintahan be basis elektronik 

sebagaimana dirnaksud padan ayat (1 ) dit ra pkan dengan 
pem bangunan da n pen gem banga n Aplika s i Um um. 

(3) Layanan Pengadaa n Barang/Jasa Berbasis lektronik 
yang dimaksud rnerupakan keluaran yang d ih a si kan 1 
(satu) atau lebih aplikasi yang memberikan nilai rna faat 
dalam pengelolaan pengadaan barang/ jasa Instan si Pusat 
dan/ atau Pemerin tah Daerah. 

Pa ragraf 3 
Layanan Publik Berbasis Elektronik 

Pa sa l 42 

(1) Layanan publik b erbasis eletronik s bagaim a irnaksud 
dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b meliputi ayanan yang 
mendukung kegia ta n di sekto 
a. pendidikan; 
b. pengaJaran; 
c. pekerjaan d a n usaha; 
d. tempa t tinggal; 
e. kornunika si da n informasi; 
f. lingkun gan hidu p ; 
g. kesehatan; 
h . jaminan so sia l energi; 
1. p erbankan; 
J. perhubungan; 
k. sumber daya a lam; 
1. pariwisata ; d an 
m. sektor strategis lainnya sesuai dengan kebutuhan 

pelayanan publik. 
(2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat d ikembangkan sesuai 
dengan kebutuhan pelayanan publik. 

(3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) diterapkan dengan 
mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasa125. 

(4) Dalam hallayanan publik berbasis elektronik memerlukan 
Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan layanan publik sesuai tugas dan 
fungsinya dapat melakukan pembangunan dan 
pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39. 

(5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
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merupakan penanggung jawab layanan publik berbasis 
elektronik. 

Paragraf 4 
Integrasi Layanan SPBE 

Pasa143 

(1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses 
menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan 
SPBE k e dala m satu kesatuan a lur kerja Layanan SPBE. 

(2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dim aksu pada ayat 
(1) dilaksanakan berdasarkan pada Arsitektur SPBE. 

(3) Pelaksanaan integrasi Layanan SPBE seb ga i ana 
dimaksud pada aya t (2) dikoordinasikan oleh Pera gkat 
Daerah yang m enyelenggarakan urusan pemerin ta an di 
bidang komunikasi dan informatika. 

Paragraf 5 
Meja Layanan 

Pasal44 

(1 ) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Da rah yang 
menyelenggarakan layanan publik berbasis lektronik 
seba gaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (5) 
m ernbentuk m eja layanan (service des k). 

(2) Meja laya nan (service desk) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mem pu nyai tugas m em berikan la a n n kepada 
pengguna SPBE dengan m emberikan solu si per asalahan 
seca ra cepat dan tepat, dalam ran gka m enga tasi keluhan 
dan/ a tau permintaan pengguna SPBE. 

(3) Dalam melaksan a kan tugas sebagaimana d im aksud pada 
ayat (1) meja layanan (service desk) m enyelenggarakan 
fungsi: 
a . Single Point of Contact (SPoC); 
b. m encatat laporan gangguan layanan; 
c. mencatat permintaan layan a n; 
d. m emantau dan menginformasikan status gangguan 

dan permintaan layanan; 
e. menyediakan informasi, solusi, dan edukasi kepada 

penguna SPBE; 
(4) Meja layanan (service desk) menyelenggarakan fungsi 

sesuai dengan standar operasional dan/ atau petunjuk 
teknis yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati. 

(5) Laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerin tahan di bidang 
komunikasi dan informatika secara berkala. 
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BAB III 
MANAJEMEN SPBE 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal45 

(1) Manajemen SPBE meliputi: 
a. manajemen risiko; 
b . manajemen keamanan informasi; 
c . manajemen data; 
d. manajemen aset teknologi inform a si da k m unikasi; 
e. manajemen sumber daya manusia; 
f. manajemen p engetahuan; 
g. manajemen perubahan; dan 
h. manajemen Layanan SPBE. 

(2) Pelaksanaan Ma n ajemen SPBE sebagaimana d i aksud 
pada ayat (1 ) berpedoman pada Standar asional 
Indonesia. 

(3) Dalam hal Sta n dar Nasional Indonesia seba almana 
dimaksud pada ayat (2) be1um tersed· , ela sanaan 
Manajemen SPBE dapat berpedoman pada Standar 
In ternasion al. 

Ba gian Kedua 
Manajem en Risiko 

Pasal46 

(1) Man ajemen risiko SPBE sebaga imana dimak ud dalam 
pasal 45 ayat (1) huruf a bertujuan n k menjamin 
keberlangsungan SPBE dengan m em inim kan dampak 
risiko d alam SPBE . 

(2) Tujuan manajem en risiko SPBE sebagaim a na dimaksud 
pada ayat (1) seca ra rin ci seba gai ber·kut: 
a. meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan 

pen erapan SPBE; 
b. memberikan dasar yang ku at untuk perencanaan dan 

pengambilan keputusan melalui penyajian informasi 
Risiko SPBE yan g memadai dalam penerapan SPBE; 

c. meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber 
daya SPBE dalam penerapan SPBE; 

d. meningkatkan kepatuhan kepada peraturan dalam 
penerapan SPBE; dan 

e . menciptakan budaya sadar Risiko SPBE bagi pegawai 
aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah 
Daerah dalam penerapan SPBE. 

Pasa147 

(1) Manajemen Risiko SPBE sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 ayat (1) terdiri atas proses: 
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a. komunikasi dan konsultasi; 
b. penetapan konteks Risiko SPBE; 
c. penilaian Risiko SPBE, yang terdiri atas identifikasi 

Risiko SPBE, analisis Risiko SPBE, dan evaluasi 
Risiko SPBE; 

d. penanganan Risiko SPBE; 
e. pemantauan dan reviu; dan 
f. pencatatan dan pelaporan. 

(2) Komunikasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a merupakan proses yang berkelanjutan dan 
berulang untuk m enyediakan, mem ba gikan, ataupun 
mendapatkan in formasi d a n m encip takan d i log dengan 
para pemangku kepen tingan men genai Risiko S BE. 

(3) Penetapan konteks Risiko SPBE sebagaiman di aksud 
pada ayat (1) h u ruf b bertujuan untuk mengiden tifikasi 
parameter dasar dan ruang lingkup penerapa isiko 
SPBE ya ng harus d ike lola dalam proses Manajemen Risiko 
SPBE, d engan tah apan sebagai berikut: 
a. inventarisa si informasi umum; 
b. identifikas i sasaran SPBE; 
c. pen entuan struktur pelaksana manaJem e risiko 

SPBE; 
d. identifikasi pem a n gku kepentingan; 
e . identifika s i peraturan perundang- ndan ga n ; 
f. penetapan k a tegori risiko SPBE; 
g. penetapan a rea dampak risiko SPBE; 
h. peneta pa n k riteria risiko SPBE; 
1. matriks analisis risiko SPBE dan level risi 0 SPBE; 

dan 
j . selera risiko SPBE. 

(4) Area Dampak Risiko SPBE sebagaimana dima ksud pada 
aya t (3) huruf g yang m enjad i fok s penera pan anaJemen 
Risiko SPBE m elipu ti: 
a . fin a n s ial, dampak risiko SPBE ber pa spek yang 

berkaitan den ga n keuan gan: 
b. reputasi, da mpak r isiko SPBE berupa aspek yang 

berkaitan dengan tin gka t keperca aan pemangku 
kepen tingan 

c. kinerja, dampak risiko SPBE berupa aspek yang 
berka itan dengan pencapaian sasaran SPBE 

d. layanan organisasi, dampak risiko SPBE berupa 
aspek ya ng berka itan dengan pemenuhan kebutuhan 
atau jasa kepada pemangku kepentingan; 

e. operasional dan aset teknologi informasi dan 
komunikasi, dampak Risiko SPBE berupa aspek yang 
berkaitan dengan kegiatan operasional teknologi 
informasi dan komunikasi dan pengelolaan aset 
teknologi informasi dan komunikasi; 

f. hukum dan regulasi, dampak Risiko SPBE berupa 
aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang­
undangan dan kebijakan; dan 

g. sumber daya manusia, dampak Risiko SPBE berupa 
aspek yang berkaitan dengan fisik mental pegawai. 

(5) Penilaian Risiko SPBE sebagairnana dimaksud pada ayat 
(1) huruf c bertujuan untuk m emahami penyebab, 
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kemungkinan, dan dampak Risiko SPBE yang dapat 
terjadi. 

(6) Penanganan Risiko SPBE sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d merupakan proses untuk memodifikasi 
penyebab Risiko SPBE, dilakukan dengan 
mengidentifikasi berbagai opsi yang mungkin diterapkan 
dan memilih satu atau lebih opsi penanganan Risiko 
SPBE. 

(7) Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf e bertujuan untuk memon itor faktor atau 
penyebab yang mempengaruhi Risiko SPBE dan kondisi 
lin gkungan Pemerintah Daerah. 

(8) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) huruf f merupakan kegiatan a tau proses 
pendokumenta sian suatu aktivitas dalam bentuk t lsan 
dan dituangkan da lam dokumen. 

Bagian Ketiga 
Manajemen Keamanan Informasi 

Pasa148 

(1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaiman imaksud 
dalam Pa sa145 ayat (1) hurufb bertujuan u t k enjamin 
keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak 
risiko keamanan informasi. 

(2) Manajemen keamanan inform asi sebagaiman d imaksud 
pada ayat (2) dilaksa n aka n berdasarkan pedoman 
man ajemen keamanan informa si SPBE. 

(3) Pedoman m anajemen kea manan info a s i SPBE 
seba gaim ana d imaksud pada ayat (2) merupakan acuan 
dalam m elaksan akan serangkaian pr s s m anajemen 
keamanan informasi ya ng meliput i: 
a . penetapan ruang lingkup; 
b. penetapan penanggung jawab; 
c. peren canaan; 
d. dukungan pengoperasia n; 
e. eva luasi kinerja; dan 
f. perbaikan berkelanjutan. 

Bagia n Keempat 
Manajemen Data 

Paragraf 1 
Umum 

Pasa149 

(1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 
ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya 
data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat 
diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah sebagai 
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bagian dari pembangunan nasional. 
(2) Manajemen Data SPBE sebagaimana d imaksud pad a ayat 

(1) dilaksanakan dengan sasaran agar Pemerintah Daerah: 
a. mampu memahami kebutuhan Data; 
b. mendapatkan, menyimpan, melindungi, dan 

memastikan integritas Data; 
c. meningkatkan kualitas Data secara terus menerus; 

dan 
d. memaksimalkan penggunaan Data dan hasil yang 

efektif dari penggunaan Data. 
(3) Manajemen Data SPBE sebagaimana d im a ksud pada ayat 

(1) dilaksanakan m elalui serangkaian proses pengelolaan: 
a. arsitektur data; 
b. data induk dan data referensi; 
c . basis data; d a n 
d. kualitas data . 

(4) Pengelolaan Ma najemen Data SPBE seba gaimana 
dimaksud pada ayat (3) termasuk pe gelolaan 
interoperabilitas data. 

(5) Interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pa d a ayat 
(4) merupakan kondis i bahwa data terdokum entasi 
dengan jelas, paling kurang m emuat informa si suber, 
metadata, kamus d ata, format data, kode akses , alamat 
akses, dan keten tu an keam anan yang harus ter elihara, 
dapat d iakses dan terjaga kekiniannya. 

Paragraf 2 
Manajemen Arsitektur Data 

Pasal 50 

(1) Manajem en Arsitektu r Data sebagaimana dim ak ud dalam 
Pasa l 49 aya t (3) huru f a terdiri a tas kompo en utama 
berupa spesifikasi Data dan keten tua n Data . 

(2) Spesifikasi Data sebagaim a n a dima ksud pada ayat (1) 
terdiri atas form a t dan struktu r bak untu k Data Induk 
dan Data Referensi. 

(3) Ketentuan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
m en cakup tata cara perencanaan, pengumpulan, 
pemeriksaan dan penyebarluasan spesifikasi Data. 

Pa sal 51 

(1) Manajemen Arsitektu r Data sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 ayat (1) disusun untuk: 
a. menyediakan Da ta yang berkualitas tinggi; 
b . mengidentifikasi dan mendefin isikan kebutuhan 

Data; dan 
c. merancang struktur dan rencana untuk memenuhi 

kebutuhan Data saat ini dan kebu tuhan Data jangka 
panjang. 
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(2) Kegiatan Manajemen Arsitektur Data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. penyusunan dan penetapan; 
b. penyebarluasan; dan 
c. reVIU. 

(3) Pelaksanaan kegiatan Manajemen Arsitektur Data 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasa152 

(1) Perangkat Daerah yang menyelen ggara ka urusan 
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan rusan 
pemerintahan d i b idang komunikasi dan in£ rm tika 
menyusun Arsitektur Data SPBE berdasarkan sitektur 
Data SPBE N a sional. 

(2) Untuk m enyelaraskan rancangan Arsitektur Data SPBE 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah 
ya ng menyelen ggarakan urusan Perangkat er h yang 
menyelenggarakan u rusan pemerin tahan di bidang 
komunikasi dan inform atika berkoordinasi denga dengan 
Kementerian yang menyelenggarakan er ncanaan 
Pem bangun an Nasional. 

(3) Arsitektu r Data SPBE yang telah selaras deng n Arsitektur 
Data SPBE Nasional ditetapkan oleh Bupati. 

Paragraf 3 
Manajem en Data Induk dan Data Referensi 

Pasa153 

(1 ) Manajemen Da ta Indu k d an Data Refere i sebagaimana 
dimak sud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b ilaksanakan 
untuk menyediakan Data yang: 
a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan; 
b. dapat dijadikan acuan untu m enghasilkan Data 

yan g a kurat, mutakhir dan da pat dibagipakaikan; 
dan 

c. m enghin dari du plikasi. 
(2) Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi 

sebagaimana d im a ksud pada ayat (1) meliputi: 
a. perencanaan; 
b. pengumpulan; 
c. pemeriksaan; 
d. peyebarluasan; dan 
e. pembaharuan. 

(3) Pelaksanaan kegiatan Manajemen Data Induk dan Data 
Referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Paragraf 4 
Manajemen Basis Data 

Pasa154 

(1) Manajemen Basis Data sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk 
menyediakan Basis Data yang: 
a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir 

dan dapat dibagipakaikan di Pusat Data Nasional; 
b. menJamln ketersediaan akses Data yang terus 

menerus ; dan 
c. menja ga keam a n a n Data dari ak ses yang ti a k sesuai 

ketentuan tata kelola Data atau p ra turan 
perundang-undangan terkait pengelolaan D tao 

(2) Kegiatan Man ajemen Basis Data sebagaimana im a ksud 
pada ayat (1) m en ca kup: 
a. mendefinisikan kebutuh an Walidata dan Pr dusen 

Data untuk Basis Data; 
b. mengelola Basis Data di Pusat Data Nasio a l; 
c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk 

kesesuaian dengan prins ip Satu Da ta n eSla; 
d. menyebarlu askan Basis Data melalui ortal Satu 

Da ta Indones ia ; 
e . membu at cada ngan dan d istribusi Bas· Da ta; dan 
f. merencanaka n dan mengelola perbarua Ba sis Data. 

(3) Manajemen Basis Data dilaksan akan oleh erangkat 
Daerah yang yang m enyelenggarakan urusan 
pem erintahan di bidang k om u n ikasi dan inform a tika. 

(4 ) Pelaksanaan k egiata n Manajem n B si Data 
seba gaim ana d im aksud pada ayat (2) sesuai etentuan 
pera turan perun dang-undangan. 

Paragraf 5 
Manajemen Kualitas Data 

Pasa155 

(1) Ma najemen Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 50 ayat (3) hu ruf c d ilaksanakan untuk menjamin 
Data yang d ih asilkan Produsen Data yang: 
a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia; dan 
b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data. 

(2) Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) melingkupi kegiatan untuk: 
a. mengembangkan dan mempromosikan kesadaran 

kualitas Data; 
b . menentukan persyaratan kualitas Data; 
c . menetapkan profil, analisis , dan n ilai kualitas Data; 
d . menentukan matriks kualitas Data; 
e. menentukan aturan bisnis kualitas Data; 
f. menguji dan memvalidasi persyaratan kualitas Data; 
g. menetapkan dan mengevaluasi tingkat layanan 

kualitas Data; dan 
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h. mengukur dan memantau kualitas Data secara 
berkelanjutan. 

(3) Kegiatan Manajemen Kualitas Data sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan: 
a. perencanaan; 
b. pemeriksaan; dan 
c. penilaian. 

(4) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) huruf c dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE atau 
unit kerja yang bidang tugasnya terkait dengan SPBE. 

(5) Penilaian Kualitas Data sebagaimana im aksud pada ayat 
(5) dilaksanakan u ntu k menilai k in erja Produsen Data dan 
Walidata dalam pen gelolaa n da ta, sebagai ba crian dari 
pemantauan dan evaluasi terhadap SPBE. 

Bagian Kelima 
Ma najemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pasa156 

(1) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan om unikasi 
sebagaimana d imaksud dalam Pasa l 45 ay t (1) huruf d 
bertujuan u ntuk menjamin ketersediaan dan ptimalisasi 
pemanfaatan a s et teknologi informasi d n k o unikasi 
dalam SPBE. 

(2) Manajemen aset teknologi informasi dan om unikasi 
sebagaima na d imaksud pada ayat (1) dilaku an melalui 
serangkaian proses perencanaan, p gadaan, 
pen gelolaan, da n penghapusan perangkat keras dan 
perangkat lunak yang d igun a k a n dal SPBE. 

(3) Pengadaa n perangka t baru, penam bahan dan/atau 
penggantian, d ilakukan setelah m end pat rekomendasi 
dari Perangkat Daerah yang m em bidan gi urusan 
komunika si dan in form atika. 

(4) Perangkat Daerah yang membida n gi urusan komunikasi 
dan informatika melakukan pen d a taan da melaporkan 
a set teknologi informasi dan kom n ika si dari sistem 
informasi aset Pemerintah Kabupaten ke Bupati dalam 
rangka evalua i pengelolaan a set teknologi informasi dan 
komunikasi daerah. 

(5) Penyediaan dan pengelolaan aset teknologi informasi dan 
komunikasi yan g d ilaksanakan oleh Perangkat Daerah 
yang membidangi urusan komunikasi dan informatika 
dapat bekerjasama dengan pihak ketiga yang berbadan 
hukum Indonesia. 

(6) Manajemen aset teknologi informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
berdasarkan pedoman manajemen 
informasi dan komunikasi SPBE 
Pemerintah. 

dan komunikasi 
(2) dilaksanakan 

aset 
yang 

teknologi 
ditetapkan 
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Bagian Keenam 
Manajemen Sumber Daya Manusia 

Pasal 57 

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal45 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin 
keberlangsungan dan peningkatan muu layanan dalam 
SPBE 

(2) Manajemen sumber daya manusia seba gaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui s rangkaian proses 
peren canaan, pengembangan, pem b inaan dan 
pendayagunaan sumber daya m anusia dalam SPBE. 

(3) Manajemen sumber daya manusia m em a stikan 
ketersediaan dan kompetensi sumberdaya manusia u tuk 
pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE . 

(4) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan sum b daya 
manusia yang sesuai dengan standar kompeten s i yang 
dibutuhkan untu k penyelenggaraan SPBE. 

(5) Sumber daya manusia penyelenggara SPBE dapat 
menggunakan/ berasal dari ASN atau n on ASN. 

(6) Pengembangan sumber daya m anusia sebagaimana 
dimaksud pada aya t (4) dilaksanakan mela ui pengadaan 
pegawai, serta peningka tan keahlian dan keterampilan. 

(7) Peningkatan keahlian dan keterampilan eb galmana 
dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara: 
a. men aikkan jenjang pendidikan fo a ; 
b. bimbingan teknis; atau 
c. pendidikan dan latihan teknis. 

(8) Penyelenggaraan pengembanga n sumber daya manusia di 
setia p penyelenggaraan layanan SPBE di aksanakan oleh 
Perangka t Daerah yang m embidangi uru an komunikasi 
dan in formasi dan/ atau lembaga pelak ana pendidikan 
dan la tihan teknis. 

(9) Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi 
dan informatika harus m emiliki su mber daya manusia 
yang memiliki kompetensi seba gai: 
a. analis sistem (system analyst); 
b. pengelola jaringan (network engineerj; 
c. pengelola layanan web (hosting engineerj; 
d. pemrogram (programmerj; 
b. staf dukun gan teknis (technical support). 

Bagian Ketujuh 
Manajemen Pengetahuan 

Pasal58 

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 ayat (1) huruf f bertujuan u n tuk meningkatkan 
kualitas Layanan SPBE dan m endukung proses 
pengambilan keputusan dalam SPBE. 
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(2) Penerapan manajemen pengetahuan SPBE di lingkungan 
Pemerintah Daerah bermanfaat untuk: 
a. meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi; 
b. meningkatkan efisiensi dari pemanfaatan sumber 

daya pengetahuan; 
c. mempercepat akses terhadap pengetahuan 

organlsasl; 
d. mendorong pengembangan inovasi dan perubahan 

positif; 
e . memperkecil dampak risiko da ri enurunan atau 

hilangnya pengetahuan dari organisasi akibat mutasi 
dan pensiun pegawai; dan 

f. meningkatkan ketahanan dan keberlan 'ut proses 
bisnis dalam SPBE. 

(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaks dada 
ayat ( 1) d ilaku kan melalui serangkaian roses 
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pe ggunaan, 
dan alih pengetahuan dan teknologi yang iha silkan 
dalam SPBE. 

(4) Penyelenggaraa n proses bisnis m anajemen peng tahuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terp du dan 
berkelanjutan m eliputi: 
a. perencanaan, m eliputi penetapan rua g lingkup 

pengetahuan SPBE dan identi lkasi p ngetahuan; 
b. pelaksanaan, meliputi pengumpulan, pe golahan, 

penyimpana n , penggunaanj pemanfaatan dan alih 
pengetahu an dan teknologi; 

c. pemantauan dan evaluas i; dan 
d . perbaikan. 

(5) Dalam pelaksanaan manajem en p n ge h u a , Bupati 
berkoordinas i dan da pat m elak u kan konsultas i dengan 
kepa la lemba ga pemerintah n on kem enterian yang 
menyelen ggaraka tu gas pemerintahan d i bidang 
pengkajian dan penerapan teknologi. 

Bagia n Kedelapan 
Manajemen Perubahan 

Pasal59 

(1) Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 45 ayat (1 ) huruf g bertujuan untuk menjamin 
keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan 
SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam 
SPBE. 

(2) Manajemen Perubahan SPBE sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan melalui dilakukan melalui 
serangkaian proses perencanaan, analisis, 
pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi 
terhadap perubahan SPBE. 

(3) Lingkup Manajemen Perubahan SPBE sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) meliputi: 
a . perubahan aplikasi; 
b. perubahan perangkat keras; 
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c. perubahan perangkat lunak; 
d. perubahan infrastruktur; 
e. perubahan proses bisnis; 
f. perubahan lingkungan organisasi; 
g. perubahan layanan; 
h. perubahan data; 
1. perubahan keamanan; dan 
j. perubahan arsitektur. 

(4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Bupati 
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang a pa ratur negara. 

Bagian Kesembilan 
Manajemen Layanan SPBE 

Pasal60 

(1) Manajemen layanan SPBE sebagaimana dimaks dalam 
Pasal 4 1 ayat (1 ) huruf h bertuju an untuk menjamin 
keberlangsungan dan meningkatkan ku itas Layanan 
SPBE kepada Pen gguna SPBE. 

(2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimak sud pada 
ayat (1) dilakukan mela lui serangkaian proses : 
a. pelayanan Pengguna SPBE; 
b . pengopera sian Layanan SPBE; dan 
c. pengelolaa n Aplikasi SPBE. 

(3) Pelaya nan Pengguna SPBE sebagaimana dimak ud pada 
ayat (2) huruf a merupakan k egiatan pelayanan terhadap 
keluhan, gangguan, masalah , permintaan, dan perubahan 
Layanan SPBE dari Pengguna SPBE. 

(4) Pengoperasia n Layanan SPBE seba gaim ana dimaksud 
pada ayat (2) hu ruf b merupakan k egiatan pen d ayagunaan 
dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE. 

(5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana d imaksud pada 
aya t (2) huruf c merupakan kegiatan pem bangunan dan 
pengemba ngan aplikasi yang berpedoman pada metodologi 
pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE. 

(6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilak sanakan berdasarkan pedoman manajemen 
Layanan SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang­
undangan. 

(7) Penyelenggaraan Manajemen Layanan SPBE memberikan 
dukungan terhadap layanan publik berbasis elektronik 
dan layanan administrasi pemerintahan berbasis 
elektronik agar Layanan SPBE tersebut dapat berjalan 
secara berkesinambungan, berkualitas, responsif, dan 
adaptif. 

(8) Dalam pelaksanaan manajemen layanan, Bupati 
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan 
kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. 
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Bagian Kesepuluh 
Pedoman Manajemen SPBE 

Pasal61 

Pedoman Manajemen SPBE diatur dalam Peraturan Bupati 
tersendiri. 

BABIV 
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUN KASI 

Bagian Kesa tu 
Umum 

Pasal62 

(1) Dalam rangka m emastikan keandalan dan kea m anan 
sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi di lin ungan 
Pemerintah Daerah, perlu d ilakukan Audi Teknologi 
Informasi dan Kom unikasi secara berkala. 

(2) Audit Teknologi Inform asi dan Komunikasi sebagaimana 
dimaksud pada aya t (1) terdiri atas: 
a . audit Infrastru tur SPBE; 
b . aud it Aplika s i SPBE; dan 
c. audit Keamanan SPBE. 

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi ilakukan 
denga n melaku kan pemeriksaan hal p kok tekni pada: 
a . penerapan tata kelola da n m a n ajeme teknologi 

informasi dan komunikasi; 
b. fungs ionalitas Teknologi Informasi dan K munikasi; 
c . kinerja Teknologi Inform a s i dan K m unikasi 

ya n g dih a silkan; dan 
d . a spek Teknologi Inform a si dan Komun ika s i lainnya. 

(4) Audit Teknologi In formas i dan Kom u n ikas i sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) d ilaksan akan oleh lembaga 
pelaksana Audit Tekn ologi In forma s i da n Komunikasi 
pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi 
Informasi da n Komunikasi yang terakreditasi sesuai 
den gan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Dalam ra ngk a pelaksanaa n audit Teknologi Informasi dan 
Komunikasi seba gaimana dimaksud pada ayat (4) 
Perangkat Daera h yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pengawasan melaku kan audit internal paling lamb at 1 
(satu) bulan sebelumnya. 
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Bagian Kedua 
Audit Infrastrutur SPBE 

Pasal63 

(1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 62 ayat (2) huruf a bertujuan untuk menetapkan 
tingkat kesesuaian an tara infrastruktur teknologi 
informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/ atau 
standar yang telah d itetapkan. 

(2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaiman a dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan pa lin g sedikit 1 (satu) k ali dalam 2 
(dua) tahun. 
a. muatan pemeriksaan audit infrastruktu r t knologi 

komunika si dan informasi yaitu: 
1) penerapan tata kelola dan m aJemen 

infras tru k tur SPBE; 
2) infrastruktur SPBE ; 
3) kinerja infrastruktur SPBE yang diha il a n; 

b. aspek infrastruktur SPBE lainnya. 
(3) Audit Infrastruktur SPBE sebagaim an a dimaks d pada 

ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standa n tata cara 
pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE. 

(4) Dalam mela ksanakan audit Infrastruk tur SPBE, 
Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan m en teri yang 
menyelenggaraka n urusan pemerintahan d i bidang 
komunikasi dan informatika terkai peman a n , evaluasi, 
dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE. 

Bagian Ketiga 
Audit Aplikasi SPBE 

Pasa1 64 

(1 ) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dima sud dalam Pasal 
6 2 ayat (1 ) huruf b bertujuan untuk m enetapkan tingkat 
kesesuaian an tara aplikasi tekn ologi informasi dan 
kom unikasi dengan kriteria dan/ atau stan dar yang telah 
d itetapkan . 

(2) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. audit Aplika si Umum; dan 
b . audit Aplikasi Khusus. 

(3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara 
pelaksanaan audit Aplikasi SPBE. 

(4) Audit Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dilaksanakan dilaksanakan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan, sebanyak 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun oleh kepala lembaga pemerintah non 
kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan 
di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. 
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(5) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 
2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah. 

(6) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah berkoordinasi 
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika 
terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit 
Aplikasi Khusus. 

Bagian Keempat 
Audit Keamanan SPBE 

Pasa165 

(1) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksu d dalam 
Pasal 62 ayat (1) huruf c bertujuan untuk m en tapkan 
kesesuaian antara keamanan tekn olog· inform si dan 
komunikasi dengan kriteria dan/ a tau standar yang telah 
ditetapkan. 

(2) Audit keamanan SPBE Pemerintah Daerah terd iri atas: 
a. audit keamanan Infrastruktur Pemerintah D erah; 
b. audit keamanan Aplikasi Khusus. 

(3) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksu d ada ayat 
(1) d ilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara 
pelaksanaan audit Keamanan SPBE. 

(4) Audit keamana n Infrastruktu r SPBE Pemerintah Daerah 
sebagaimana dim aksud pada ayat (1) huruf dan audit 
keamanan Aplikasi Khusus sebagaim ana dima sud pada 
ayat (1) huruf d dilaku ka n paling sedikit 1 (satu ) ali dalam 
2 (du a) tahun oleh Pem erintah Daerah . 

(5) Dalam melaksanakan audit kea m anan Infras truktur SPBE 
Pemerintah Daerah dan audit keamanan plikasi Khusus 
sebagaimana d imaksud pada ayat (4), Pem erintah Daerah 
berkoordinasi dengan menteri yang m enyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan 
informatik a terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 
audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah 
dan audit keamanan Aplikasi Khusus. 

Bagian Kelima 
Standar dan Tata Cara Audit Teknologi dan Komunikasi 

Pasa166 

Standar dan tata cara audit teknologi teknologi dan komunikasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 
diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. 
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BABV 
PENYELENGGARA SPBE 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal67 

Penyelenggara SPBE terdiri atas: 
a. Tim Asesor In ternal; dan 
b . Tim Koordinasi. 

Bagian Kedua 
Tim Ases or Internal 

Pasa168 

(1) Tim Asesor Intern al sebaga imana dim a ksud dala m Pasal 
6 7 h uruf a ditetap kan oleh Bupati. 

(2) Tim Asesor Intern al sebaga imana d imaksud p d ayat (1) 
terd iri a tas: 
a . Koordina tor SPBE Sekretaris Daerah 
b. Penanggung J awab Kepala Perang a t Daerah 

yang m e yelen garakan 
urusan Komu n ika si dan 
Informa tika. 

c . An ggota Pejabat Adm in istrator, 
Pejabat Pengaw s , Pejabat 
Fungsion a l disesuaikan 
den gan k eb t n . 

d. Pela ksana data entry : Peja ba t Ad m inistrator, 
Pejaba t Pen ga wa, Pejabat 
Fungsion al d isesuaikan 
d engan kebutu h an. 

(3) Tim Asesor Inter n al sebagaimana d im aksu d pada ayat (2) 
m empunya i tu ga s m ember ikan penilaia mandiri dan 
mem berikan dukun gan kepada Perangkat Daerah 
dan/ ata u Unit Kerja dala m pelaksanaan pemantauan dan 
eva luasi SPBE. 

(4) Dalam melak sanaka n tuga s sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), Tim As s or In ternal melaksanakan fungsi: 
a. penyusuna n dan penyiapan instrumen penilaian 

mandiri; 
b. pengumpulan bukti pendukung instrumen penilaian 

mandiri; 
c . pelaksanaan evaluasi atas dokumen, wawancara, 

dan/ atau observasi lapangan pada proses evaluasi; 
d. penilaian mandiri terhadap jawaban, penjelasan dan 

bukti pendukung yang diberikan oleh responden; dan 
e. penyusunan dan penyampaian laporan. 
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Pasal69 

(1) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal68 
ayat (2) huruf b melaksanakan tugas sebagai 
penanggungjawab keamanan SPBE. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (51), koordinator SPBE menetapkan pelaksana teknis 
keamanan SPBE. 

(3) Pelaksana teknis keamanan SPBE sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) terdiri atas: 
a. Pejabat pimpinan tinggi pratama ya n g melaksanakan 

tuga s dan fungsi di bidang keam a n an teknologi, 
informasi dan komunikasi pada insta n si Pusat dan 
Pemerintah Daerah masing-masing; dan 

b. Pejabat pimpinan tinggi atau pejabat adm in istrasi 
yang m embawahi, membangun, mem elihara, 
danl atau m engembangkan Aplikasi SPBE. 

(4) Pelaksana manajemen keamanan informasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (7) dikoordinasika n oleh p rangkat 
Daerah yang m en yelenggarakan urusan pemerintahan di 
bidang komunikasi dan informatika. 

Bagian Kedua 
Tim Koordinasi 

Pasa170 

(1) Tim Koordinasi s e bagaimana dimaksu d dalam Pasal 67 
h u ruf b diteta p kan oleh Bupati untu k men ingkatkan 
keterpadu a n dalam selu ruh proses penye enggaraan SPBE 
d i Daerah. 

(2) Tim Koordin asi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
berada d i bawa h dan berta nggung j awab kepa d a Bupati. 

(3) Tim Koordina si sebagaiman a d imaksud pada ayat (2) 
terdiri atas: 
a. Ketua Sekretaris Daerah. 
b. Wakil Ketua As isten Sekretaris Daerah yang 

menyelenggarakan perekonomian 
dan pemba n gunan. 

c. Sekretaris Kepa la Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan 
Komunikasi dan Informatika. 

d. Anggota Pejabat Administrator, Pejabat 
Pengawas, Pejabat Fungsional 
disesuaikan dengan kebutuhan. 

e. Sekretariat Pejabat Administrator, Pejabat 
Pengawas, Pejabat Fungsional 
disesuaikan dengan kebutuhan. 

(4) Tim Koordinasi sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 
mempunyai tugas: 
a. mengendalikan, mengarahkan , memantau, dan 

mengevaluasi pelaksanaan SPBE seluruh Perangkat 
Daerah; dan 
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b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE 
Provinsi dan/atau Nasional untuk pelaksanaan 
SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan 
Pemerintah Daerah. 

(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4), Tim Koordinasi SPBE melaksanakan fungsi: 
a. pengoordinasian kebijakan penerapan SPBE; 
b. pengoordinasian layanan pemerin tahan; 
c. pengoordinasian SPBE dengan Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Daerah lain; 
d. pengoordinasian Integrasi proses bisn is; 
e . pengelolaan arsitek tu r bisn is; 
f. pengelolaan Layanan SPBE; 
g. pengoordinasian penganggaran SPBE; 
h. pengelolaa n Arsitektur SPBE; 
1. pengoordin asian pembangunan Aplikasi dan 

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komu ni aSl; 
J. penerapan k eamanan SPBE; 
k. pelaksanaan aset teknologi informa si dan 

komunikasi dan layanan; 
1. wali data; 
m. pengoordinasian perencanaan SPBE ; dan 
n. pengoord inasian tata kelola data dan an aJemen 

data. 

BABVI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pasa171 

(1) Pem antauan dan Evaluasi SPBE ertujua u tu k: 
a . m engukur capaia n kemajuan pen ra p n SPBE 

Pem erinta h Daera h; 
b . m eningka tka n kualitas penerapan SPBE Pemerintah 

Daerah; dan 
c. meningkatkan kualitas pelayan an publik 

Pemerintah Daerah. 
(2) Kepala Perangkat Da erah yang menyelenggarakan 

u rusan pemerintahan bidan g komunikasi dan 
informatika wajib melakukan Evaluasi penyelenggaraan 
SPBE di setiap Peran gkat Daerah. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
diselenggarakan atau bekerjasama dengan pihak ketiga. 

(4) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman 
pemantauan dan evaluasi SPBE sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui 
Ketua Tim Koordinasi SPBE. 
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Pasal72 

(1) Pemantauan SPBE dilakukan dengan aktivitas penilaian 
mandiri dan penilaian dokumen. 

(2) Evaluasi SPBE dilakukan dengan aktivitas penilaian 
mandiri, penilaian dokumen, dan penila ian interviu. 

(3) Dalam hal diperlukan penilaian lebih lanjut, evaluasi 
SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat 
dilanjutkan dengan aktivitas penilaian visitasi. 

Pasal 73 

( 1) Penilaian mandiri se bagaimana dimaksud dalam sal 71 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Tim Assesor i te al. 

(2) Penilaian mandir i sebagaimana dimaksud pada aya t (1) 
dikoordinasikan oleh Koordinator SPBE. 

Pasa174 

Penilaian dokumen, penilaian dokumen dan penil a interviu 
sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 71 ayat (2) , serta enilaian 
visitasi sebagaimana d imaksud dalam Pasal 7 1 ayat (3) 
dilakukan oleh Tim Assesor eksterna l yang itetap an oleh 
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 
b idang a paratur n egara . 

BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pa sa1 75 

Pembiayaan penyelen ggaraan SPBE ber sumber da ri anggaran 
p endapata n dan belanja daerah . 

BAB VIn 
KETENTUAN PENUTUP 

Pa sal 76 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Nomor 69 Tahun 2022 ten tang Penyelenggaraan Sistem 
Pemerintahaan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 69), die abut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal 77 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 
Bupati Nomor 116 Tahun 2022 tentang Manajemen Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi 
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Informasi dan Komunikasi (Berita Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 116), tetap berlaku sepanjang 
tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 78 

Peraturan Bupati lnl mulai berlaku pada tanggal 
d iundangkan. 

Agar setiap orang dapat m ngetahuinya, m emerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pen m patannya 
dalam Berita Daera h Kabupaten Tasikmalaya. 

~undangkan di ingaparna 
pada tanggal 2 r i l 2 24 

s 
§ - SEKRETARIS DAERAH 
~( KABUPATE T SIKMALAYA, 

/ /' 
{ 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2024 NOMOR 16 


